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Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa
Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Amelia Nur Saffana', Isniaini Rodiyah 2)

PENDAHULUAN

Pemerintah menyediakan layanan publik sebagai bentuk perlindungan untuk memastikan
masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Komitmen pelayanan publik bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menciptakan keadilan dan kedamaian. Namun, masih
ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yang membuat pelayanan pemerintah sering kali
dianggap kurang memuaskan atau bahkan tidak sepenuh hati. Selain itu, pelayanan publik kerap
dipandang sebatas pemenuhan kebutuhan dasar saja. Masalah yang umum dialami masyarakat dalam
mengakses pelayanan publik meliputi birokrasi yang berlapis-lapis, jarak pelayanan yang jauh,
prosedur operasional yang tidak jelas. serta praktik percaloan. Di tingkat desa dan kecamatan,
masalah-masalah ini seringkali diperburuk oleh ruang pelayanan yang tidak memadai. Akibatnya,
masyarakat merasa enggan mengurus layanan sendiri dan memandang prosesnya mahal, sulit, serta
berbelit-belit, yang pada akhirnya meningkatkan biaya gang harus dikeluarkan. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, diperlukan reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas,
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Indonesia.
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Berdasarkan gpmen PAN & RB No. | Tahun 2011 tentang kriteria dan indikator
keberhasilan reformasi birokrasi, salah satu tolak ukur utamanya adalah pengembangan e-governmgy
di setiap kementerian/lembaga pemerintah daerah. Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 95
Tahun 2018 mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong
lembaga pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan kEHmikasi dalam menyediakan
layanan yang lebih efektif. Tujuan utamanya adalah meningkatkan penerapan teknologi informasi
dalam sistem pemerintahan. Dengan adanyaa'mvasi ini, pemerintah berupaya mempermudah akses
masyarakat terhadap layanan publik melalui e-government, sekaligus memperluas kesempatan untuk
nge]n]aan informasi yang lebih baik. E-government sendiri merupakan upaya pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efen'vitas, efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas layanan pemerintah (Penmas, 2024). Teknologi ini memberikan dampak signifikan bagi
kehidupan masyarakat di berbagai wilayah [ndnnesia,masuk Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo telah mengadopsi e-government untuk mperbaiki pelayanan publik dan
meningkatkan efisiensi administrasi. Inisiatif ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi untuk mempercepat proses pelayanan, mempermudah akses, serta mea'lgkatkan
transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Salah satu implementasi e-government di Kabupaten
Sidoarjo adalah Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA).

Aplikasi SIPRAJA dilengkapi dengan berbagai keunggulan. Beberapa fitur unggulannya
meliputi SOP yang jelas dan terukur, sistem pelacakan untuk memantau proses layanan, notifikasi
melalui email dan SMS untuk memberikan informasi kepada pemohon, cadangan data elektronik,
penggunaan tanda tangan elektronik berbasis NIK yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BsrE), layanan tanpa kertas, serta integrasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)




pemerintah maupun non-pemerintah (Prameswari & Indartuti, 2024). Selain itahasi] layanan dapat
dicetak secara mandiri, dengan seluruh format dokumen yang telah disesuaikan dengan ketentuan tata
naskah dinas yang berlaku. Dengan fitur-fitur tersebut, SIPRAJA mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik atau good governance. Oleh karena itu, inovasi ini dikategorikan sebagai
inovasi dalam tata kelola pemerintahan (Sugiarto Gunardi, 2022). Resmi dilunc oleh Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo pada Februari 2020, aplikasi SIPRAJA diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat Sidoarjo dengan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, dan
memuaskan.

Aplikasi layanan SIPRAJA terdiri dari tiga jenis layanan. Tipe A meliputi layanan yang dapat
diselesaikan langsung di tingkat desa atau kelurahan, seperti pembuatan surat keterangan desa, surat
domisili, surat domisili usaha, SKTM desa, dan layanan pernikahan di KUA. Tipe B mencakup
layanan yang diawali di desa atau kelurahan, kemudian diteruskan ke kecamatan m terintegrasi
dengan dinas teknis, seperti layanan administrasi kependudukan, SKTM kecamatan, surat pengantar
KK/KTP dari desa, surat keterangan pindah, dan surat keterangan umum di kecamatan. Tipe C ad“xh
layanan yang terhubung langsung dengan kecamatan dan dinas teknis, seperti pengurusan surat izin
mendirikan bangunan, kartu pencari kerja (Aﬁ), izin UMKM, dan tanda daftar perusahaan mikro.
Saat ini, ]ayananm’RAJA telah mencakup 18 kecamatan dan 353 desa atau kelurahan, termasuk
Desa Gempolsari di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Desa Gempolsari merupakan pelaksana SIPRAJA di wilayah pemerintah desa, yang berada di
Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Jumlah masyarakat desa sekitar 5.000 jiwa dan telah
menggunakan layanan online mulai tahun 2020 dengan sekitar 1.300 pendaftar. Aparatur Desa
Gempolsari menujukkan komitmen yang kuat untuk bertransformasi melalui inovasi digital karena
kemajuan teknologi yang pesat dan canggih di era ini. Aplikasi SIPRAJA memudahkan masyarakat
Desa Gempolsari dalam menerima layanan publik, sehingga dapat menunggu dengan cepat dan tidak
menghabiskan energi untuk mondar-mandir. Operator SIPRAJA di Desa Gempolsari akan langsung
memproses permohonan melalui sistem, dan jikalau berkas yang dimohon telah selesai. dapat dicetak
sendiri diramah.

Pelaksanaan pelayanan di Desa Gempolsari mengalami beberapa hambatan. Permasalahan
terkait pelayanan offline di Desa Gempolsari yakni pertama, lambatnya proses administrasi,
lambatnya proses administrasi disebabkan karena menggunakan proses yang manual sehingga
pengisian dan pemrosesan dokumen cenderung lebih lama, sehingga memperlambat waktu
penyelesaian. kedua, keterbatasan jam operasional, jam operasional di Kelurahan Desa Gempolsari
hanya buka pukul 08.00 — 14.00 saja, hal ini menyulitkan masyarakat yang bekerja atau memiliki
aktivitas lain karena harus datang langsung ke kelurahan. Kemudian juga dalam proses
penandatanganan dokumen/surat harus menunggu kehadiran langsung kepala desa gempolsari di
lokasi sehingga memakan banyak waktu. Hal ini yang menunjukkan penurunan pelayanan online
melalui SIPRAJA serta peningkatan jumlah layanan offline yang berada di Desa Gempolsari.
Masyarakat Desa Gempolsari lebih memilih mengurus pengajuan secara manual dibandingkan
melalui SIPRAJA. Hal ini disebabkan karena pertama kurangnya sosialiasi yang diberikan oleh
Aparatur Desa Gempolsari sehingga masyarakat kurang paham dan familier dengan penggunaan
aplikasi SIPRAJA. Kedua, minimya sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi dan
memberikan edukasi tentang aplikasi SIPRAJA. Ketiga, metode sosialisasi yang tidak tepat sasaran
atau kurang menarik juga menjadi faktor penyebab, sehingga tidak berhasil menjangkau masyarakat
secara efektif. Keempat, tidak adanya keberlanjutan sosialisasi mem'ngatkan dan mengedukasi
masyarakat tentang aplikasi juga menjadi penyebabnya. Terkait dengan permasalahan tersebut peneliti




ingin mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi program SIPRAJA di Desa Gempolsari

Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

George Edward III, seorang ahli kebijakan publik, menyatakan bahwa implementasi
kebijakan merupakan tahap yang sangat penting. Tanpa persiapan dan perencanaan yang matang,
sebaik agg) pun kebijakan yang dirancang, tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai (Warsito,
2016). Edward III mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan publik. Pertama, komunikasi, yang berfungsi menciptakan pemahaman
bersama di antara para pelaku kebijakan. Pemahaman ini memengaruhi sikap, tindakza perilaku, dan
pelaksanaan tugas mereka. Kedua, sumber daya, yang menjadi faktor penting bagi efektivitas
pelaksanaan kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan tidak dapat
berjalan dengan baik. Ketiga, disposisi, yaitu sikap pelaksana kebijakan, yang mencakup kepatuhan
dan komitmen mercka dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Keempat, struktur
birokrasi. yang meliputi pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, turut menentukan sejauh
mana tujuan kebijakan dapat tercapai.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dasar pada penelitian imp]emengi SIPRAJA
ini adalah pertama, Veny Alfi Aprilia, Hendra Sukmana tahun 2023 dengan judul Implementasi
Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) Di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten
Sidoarjo. peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, permasalahannya yaitu kurangnya
sumber daya finansialdan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait program SIPRAJA
(Aprilia & Suklona, 2023a). Kedua, oleh Nailul Isnaini Agustin, Ilmi Usrotin Choiriyah Tahun 2022
dengan judul Implementasi Program Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) Sebagai
Perwujudan Smart Governance, peﬂiti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,
permasalahannya Dari faktor komunikasi perlu diperbaiki lagi dari beberapa RT/RW yang seharusnya
menyampaikan informasi SIPRAJA hingga ke lnsyarakat (Isnaini Agustin & Usrotin Choiriyah,
2022). Ketiga oleh Tri Yulianti Adi Soesiantoro, Samantha Sonya Putri dengan judul Implementasi
Kebijakan Publik Melalui Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Tambak Sumur
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,
permasa]al‘amya yaitu ditemukan ketidakpahaman beberapa warga setempat dan masih adanya
anggapan bahwa pelayanan surat masih bisa dilakukan secara manual karena berpikir bahwa
mengurus surat melalui aplikasi SIPRAJA jauh lebih rumit dibandingkan denngan cara manual (Putri
et al., 2022). Dag gambaran permasalahan yang dijelaskan maka tujuan penelitian yang akan
dilakukan adalah @htuk mendeskripsikan dan menganalisis “Implementasi sistem pelayanan rakyat
sidoarjo (SIPRAJA) Di Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Fokus penelitian
adalah memahami secara mendalam persoalan kehidupan sosial dalam konteks nyata g situasi
alami yang kompleks, luas, dan rinci. Data dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara
dengan informan, catatan lapangan, dokumen pribadi, selgd dokumen resmi lainnya. Sebagai
instrumen utama penelitian, peneliti dituntut untuk bersikap teliti, cermat, interaktif, dan responsif
ahadap lingkungan penelitian guna memperoleh informasi dan wawasan yang menyeluruh.
Penelitian ini berfokus pada implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo IgPRAJA) di Desa
Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidnm, yang dianalisis menggunakan teori
implementasi George Edward III berdasarkan indikator komunikasi, disposisi, sumber daya, dan




struktur birokrasi. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Balai Desa Gempolsari. Alasan pemilihan
lokasi ini adalah karena Desa Gempolsari merupakan salah satu pelaksana aplikasi SIPRAJA di
Kabupaten Sidoarjo, dan peneliti ingin memberikan wawasan praktis mengenai implementasi program
tersebut.

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling, yang difokuskan

pada KauglllJ dan Umum sebagai informan kunci. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi
langsung, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara, serta
data seander yang berasal dari sumber-sumber yang telah tersedia. Analisis data dilakukan dengan
model interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015), meliputi pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pengumpulan data adalah proses identifikasi atau
pengumpulan fenomena dan informasi sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Reduksi data
dilakukan untuk menyaring dan merangkum informasi penting yang relevan. Data disajikan gFeara
naratif, dalam bentuk teks ringkas, bagan, flowchart, atau visualisasi lainnya. Tahap akhir adalah
penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana kesimpulan awal bersifat sementara hingga didukung
oleh bukti yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting utama yang mempengaruhi implementasi program
SIPRAJA, karena berkaitan dengan proses penyampaian informasi serta kejelasan dan konsistensi dari
pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, yang kemudian diteruskan kepada masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui, memahami, isi, tujuan dan arah dari program yang
akan dilaksanakan, sehingga program SIPRAJA dapat dilaksanakan dengan tepgy dan berhasil
menapai tujuan yang telah ditetapkan (Herman, 2020). Kondisi serupa ditemukan oleh peneliti di
lapangan, yaitu proses sosialisasi Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo,
terkait program pelayanan publik SIPRAJA. Program ini menunjukkan kualitas komunikasi Desa
Gempolsari dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. berikut penyebaran informasi
berdasarkan wawancara kepada Bu Devi selaku Kaur Tu desa Gempolsari beliau menjelaskan:

“Kami Pemerintah Desa Gempolsari pertama kali memperkenalkan aplikasi SIPRAJA secara
online karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Kami menyebarkan informasi tersebut
melalui grup WhatsApp dengan melibatkan RT/RW setempar agar lebih cepat dan tepat
sasaran.” (Wawancara 09 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa indikator transmisi dalam komunikasi
pemerintah Desa Gempolsari pertama kali memperkenalkan aplikasi SIPRAJA secara online sebagai
respon terhadap situasi pandemi COVID-19. Informasi terkait aplikasi ini disebarkan melalui grup
WhatsApp dengan melibatkan RT/RW setempat untuk memastikan kelancaran layanan aplikasi
SIPRAJA.

Komunikasi juga bisa diungkapkan melalui kejelasan dan konsistensi. Kejelasan yang
sebagaimana di'ﬁlskan oleh Bu Devi selaku Kaur Tu Desa Gempolsari bahwa kejelasan informasi
terkait instruksi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Desa Gempolsari terkait
adanya program SIPRAJA sudah jelas (Ningtias & Mursyidah, 2009). Komunikasi juga bisa
dilakukan melaui konsistensi, yang digambarkan hasil wawancara dari Bu Devi bahwa tidak adanya




konsistensi dalam sosialisasi terkait program sipraja karena pada awal peluncurannya, aplikasi sipraja
disosialisasikan lewat WhatsApp saja dan tidak ada sosialisasi berkelanjutan yang dilakukan
pemerintah Desa Gempolsari untuk mengingatkan dan mengedukasi masyarakat tentang aplikasi
SIPRAJA.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka komunikasi ini dapat disimpulkan Bahwa
Pemerintah Desa Gempolsari memperkenalkan aplikasi SIPRAJA secara online sebagai langkah awal
dalam merespon situasi Covid-19 pada saat itu. Aplikasi ini bertujuan mempermudah layanan kepada
msayarakat ditengah keterbatasan interaksi secara langsung. Dalam tahap penyebarluasan informasi
mengenai aplikasi SIPRAJA. pemerintah desa menggunakan grup WhatsApp yang melibatkan
perangkat RT/RW setempat agar layanan aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dan masyarakat
mendapatkan akses informasi yang memadai. Dalam aspek komunikasi Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo dinilai telah memberikan arahan yang jelas terkait pelaksanaan program SIPRAJA,
sebagaimana dijelaskan oleh Bu Devi selaku Kaur Tu Desa Gempolsari. Namun, meskipun terdapat
kejelasan dalam instruksi, wawancara ini juga mengungkapkan adanya ketidak konsistenan dalam
pelaksanaan sosialisasi program SIPRAJA di tingkat desa. Hal ini berdasarkan pernyataan Bu Devi
bahwa pada awal peluncuran, aplikasi ini hanya disosialisasikan melalui WhatsApp saja tanpa adanya
kelanjutan atau kegiatan sosialisasi berulang untuk memastikan masyarakat tetap mendapat informasi
dan pemahaman yang cukup tentang penggunaan aplikasi tersebut. Dengan demikian, meskipun
informasi awal telah disampaikan dengan jelas, kurangnya konsistensi dalam sosialisasi menimbulkan
tantangan tersendiri dalam membangun pemahaman yang berkelanjutan di masyarakat terkait aplikasi
SIPRAJA.

Maka hasil pelﬂitian dari komunikasi dalam implementasi jika disandingkan dengan
penelitian terdahulu dari Aditama Azmy Musaddad, W.K. Faizin Ahzani, Mei Susilowati dan Lukman
Arif dari dengan Jllel Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) Sebagai Inovasi
alayanan Publik (Aditama Azmy Musaddad. W.K. Faizin Ahzani, 2020). Ada korelasinya yakni
implementasi kebijakan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Kelurahan Pucanganom
diperkirakan ketua RT dan RW yang telah menerima sosialisasi dapat langsung menyampaikan
informasi tersebut kepada masyzuﬁat terkait manfaat aplikasi layanan tersebut. Namun penyampaian
informasi melalui surat kepada RT dan RW dinilai kurang optimal. Hal ini terbukti dari masih
banyaknya warga yang belum mengetahui atau memahami aplikasi SIPRAJA. Beberapa ketua RT dan
RW juga belum meneruskan informasi atau hasil sosialisasi tentang aplikasi tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya digunakan untuk mengukur kecukupan, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan
program SIPRAJA. Karena tanpa adanya sumber daya yang memadai, pelaksanaan program
SIPRAJA tidak dapat diimplementasikan dengan baik. berdasarkan wawancara kepada Pak Dian
selaku Kasi Pelayanan Desa Gempolsari beliau menjelaskan:

“Kami udah faham cara jalanin program SIPRAJA. Semua staf yang ikut program ini juga
sudah menjadi pegawai tetap kok. Tapi ya gitu, jumlahnya masih kurang, soalnva ada dua
orang yang mesti ngurusin SIPRAJA sambil handle peavanan PLAVON juga.” (Wawancara 09
oktober 2024).

Pendapat tersebut didukung oleh Bu Devi selaku Kaur Tu desa Gempolsari beliau menjelaskan:

“Kewenang buat Desa Gempolsari juga sudah sesuai aturan, apalagi sudah ada surat
keputusan (SK) buat para pelaksananya. Kalau soal fasilitas disini lumayan lengkap. Ada Wi-




Fi vang lancar, dua komputer sama kursi panjang, AC juga. Jadi semua sudah siap.”
(Wawancara 09 oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang dijelaskan oleh Pak Dian selaku Kasi Pelayanan
Desa Gempolsari bahwa dalam indikator staf, staf sudah faham dalam mengoperasikan program
SIPRAJA. Semua staf yang terlibat dalam program ini juga telah menjadi pegawai tetap. Namun,
jumlah staf saat ini masih kurang memadai, karena hanya ada dua pegawai yang harus mengelola
program SIPRAJA sekaligus menangani layanan PLAVON. Di situasi tertentu, terutama ketika
banyak masyarakat yang mengurus surat di aplikasi SIPRAJA, pegawai sering kewalahan karena
jumlahnya yang terbatas. Sumber daya ini juga bisa diungkapkan melalui wewenang, fasilitas dan
anggaran. Wewenang sebagaimana dijelaskan oleh Bu Devi selaku Kaur Tu desa Gempolsari bahwa
kewenangan yang diberikan kepada Desa Gempolsari terkait program SIPRAJA ini sudah sesuai
dengan tupoksinya. Pemerintah desa dalam pemberian kewenangan dengan penerbitan surat
keputusan (SK) bagi para pelaksana program SIPRAJA di Desa Gempolsari Kabupaten Sidoarjo.
Kemudian sumber daya juga bisa dijelaskan melalui fasilitas, fasilitas dalam ]aksanaan program
SIPRAJA yang dijelaskan oleh Bu Devi selaku Kaur Tu desa Gempolsari yakni Sarana dan prasarana
yang tersedia di Desa Gempolsari untuk mendukung pelaksanaan program SIPRAJA dinilai sudah
memadai. Fasilitas vang tersedia di Desa Gempolsari untuk pelayanan SIPRAJA sudah memadai,
termasuk adanya koneksi Wi-Fi yang baik, dua unit komputer, AC, print out dan kursi panjang
berbahan besi yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program. Terakhir sumber daya juga
dijelaskan melalui anggaran, alokasi anggaran yang dijelaskan oleh Pak Dian selaku Kasi Pelayanan
Desa Gempolsari bahwa anggaran dialokasikan untuk kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) dan
biaya perjalanan dinas (SPPD) bagi para pelaksana program SIPRAJA, yang dilakukan satu hingga
dua kali dalam setahun dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.

Berdasarkan wawancara tersebut maka sumber daya ini dapat disimpulkan bahwa Desa
Gempolsari telah memiliki pemahaman dan kesiapan dalam menjalankan program SIPRAJA. Staf
yang terlibat dalam program ini telah menjadi pegawai tetap dan memahami cara pengoperasian
aplikasi, namun jumlah staf masih kurang karena hanya dua orang yang harus menangani program
SIPRAJA sekaligus layanan PLAVON. Dalam situasi tertentu, terutama ketika banyak masyarakat
yang mengurus surat di aplikasi SIPRAJA. pegawai sering kewalahan karena jumlahnya yang
terbatas. Sumber daya pendukung pelaksanaan program ini juga dijelaskan melalui WewelEe,
fasilitas dan anggaran. Dari segi wewenang, Desa Gempolsari telah diberikan kewenangan yang
sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya melalui penerbitan surat keputusan SK bagi para pelaksana
program SIPRAJA. Dari sisi fasilitas, sarana dan prasarana yang tersedia didesa seperti koneksi wi-fi,
dua unit komputer, AC. Printer, dan kursi panjang dianggap sudah memadai untuk mendukung
pelaksanaan program. Terakhir, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan seperti bimbingan teknis
(BIMTEK) dan biaya perjalanan dinas juga dinilai cukup, dengan alokasi sebesar Rp. 1.200.000 untuk
kegiatan yvang diadakan satu hingga dua kali pertahun. Secara keseluruhan walaupun Desa Gempolsari
telah memiliki pemahaman, fasilitas, dan anggaran yang memadai, namun kendala utama tetap pada
jumlah staf yang terbatas.

Maka hasil penelitian dari sumber daya dalam imp]emerasi jika disandingkan dengan
penelitian terdahulu dari V. Aprilia and H. Sukmana, dengan judul Implementasi Sistem Pelayanan
Rakyat Sidoarjo (Sipraja) Di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo (Aprilia &
Sukmana, 2023b). Ada korelasinya yakni sumber daya yang tersedia di Desa Banjarbendo Kecamatan
Sidoarjo belum optimal, terutama karena belum adanya alokasi anggaran khusus atau pembiayaan
finansial untuk program SIPRAJA. yakni tidak ada honorarium bagi operator SIPRAJA, sehingga
mereka sebagai pelaksana program SIPRAJA tanpa pembaruan tambahan.




3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap pelaksana program dalam merespon sistuasi yang berkaitan dengan
kepatuhan mereka dalam me]aks:man program SIPRAJA yang telah diterapkan. agar kebijakan
dapat diterapkan secara efektif, para pelaksana tidak hanya perlu memahami apa yang harus
dilakukan, tetapi juga harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang memadai untuk
melaksanakannya. berdasarkan wawancara kepada Pak Dian selaku Kasi Pelayanan desa Gempolsari
beliau menjelaskan:

“Pelaksanaan program SIPRAJA ini tidak ada insentif khusus atau bonus buat kami para
pelaksana di Desa Gempolsari. Jadi, semua tugas yang berhubungan sama program ini
dijalanin tanpa ada tambahan tunjangan.” (Wawancara 09 oktober 2024).

Pendapat tersebut didukung oleh Bu Devi selaku Kaur Tu desa Gempolsari beliau menjelaskan:

“Tapi, meski tidak ada insentif, pemerintah desa gempolsari tetep nunjukin komitmen penuh
buat mendukung program ini. Kami tetap bekerja dengan maksimal, bertanggung jawab, dan
konsistem agar semua berjalan dengan lancar. Jadi meskipun tidak ada keseimbangan lebih,
kami tetap serius dan tidak setengah setengah buat ngurusin program SIPRAJA ini”
(Wawancara 09 oktober 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut dikatakan bahwa dalam indikator insentif, yang dijelaskan
oleh Pak Dian selaku Kasi Pelayanan desa Gempolsari dalam pelaksanaan program SIPRAJA di Desa
Gempolsari ini tidak ada insentif khusus yang diterima oleh para pelaksana program. Semua tugas
yang dilakukan berhubungan dengan pelaksanaan aplikasi SIPRAJA dijalankan tanpa ada tambahan
khusus. Disposisi ini juga bisa diungkapkan melalui komitmen, yang dijelaskan hasil wawancara dari
Bu Devi selaku Kaur Tu desa Gempolsari yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Gempolsari
menujukkan komitmen yang kuat dalam mendukung implementasi program SIPRAJA dengan
melaksanakan tugas-tugas dengan maksimal, bertanggung jawab, dan konsisten. Selain itu, mereka
juga tidak setengah-setengah dalam upaya mengurus program SIPRAJA.

Berdasarkan wawancara tersebut maka disposisi ini dapat disimpulkan melalui insentif dan
komitmen, bahwa pelaksanaan program SIPRAJA di Desa Gempolsari berjalan tanpa adanya insentif
khusus bagi para pelaksananya. Menurut Pak Dian selaku Kasi Pelayanan desa Gempolsari, semua
tugas yang berkaitan dengan program SIPRAJA dilaksanakan tanpa tambahan kompensasi. Meskipun
para staf tidak menerima tambahan khusus, mereka tetap menjalankan tugas-tugas yang berkaitan
dengan aplikasi SIPRAJA dengan penuh tanggung jawab. Disposisi ini tercermin dalam komitmen
pemerintah Desa Gempolsari yang sangat mendukung keeberhasilan program SIPRAJA. Mereka
berupaya maksimal dalam melaksanakan tugas, menujukkan konsistensi, dan berusaha untuk tetap
bertanggung jawab tanpa setengah-setengah dalam menjalankan setiap kewajiban yang ada. Hal ini
mencerminkan dedikasi pemerintah desa dalam memastikan program SIPRAJA dapat berjalan dengan
baik, meskipun tanpa adanya insentif tambahan.

Maka hasil penelitian dari disposisi dalam implementasi jilﬁdisandingkzm dengan penelitian
terdahulu dari R. C. Prameswari and E. Indartuti dengan judul Implementasi Kebijakan Aplikasi
SIPRAJA Sebagai Program Pelayanan Administrasi Di Kantor Balai Desa Semambung Sidoarjo
(Pmmeswaﬁ Indartuti, 2024). Ada korelasinya yakni pemerintah Desa Semambung ikut serta dalam
memahami peran dan tanggung jawabh masing-masing sebagai komitmen untuk meningkatkan kualitas
pelayanan SIPRAJA. Selain itu komitmen tersebut juga diwujudkan dengan mendorong penggunaan




aplikasi SIPRAJA secara aktif. Diharapkan pelayanan publik menjadi lebih efisien, transparan dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berhubungan dengan pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab, yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan, yang disini merupakan kebijakan program SIPRAJA
yang dilaksanakan. Kebijakan yang kompleks memerlukan kolaborasi banyak pihak agar berjalan
dengan baik. Namun, ketika struktur birokrasi tidak selaran atau tidak mendukung kebijakan yang
ada, hal ini dapat menyebabkan melemahnya motivasi antara para pelaksana (Hidayat, 2021).
berdasarkan wawancara kepada Pak Dian selaku Kasi Pelayanan Desa Gempolsari beliau
menjelaskan:

“Sejauh ini sih tidak ada kendala soal penerapan SOP. Kepala desa, perangkat desa, sama
RT/RW  juga kompak koordinasinva, terutama dalam wrusan data penduduk. Data
kependudukan dan layanan administrasi lainnya terus diupdate. Jadi warga bisa mudah
mengakses layanan sipraja tanpa ribet.” (Wawancara 09 oktober 2024).

Pendapat tersebut didukung oleh Bu Devi selaku Kaur Tu desa Gempolsari beliau menjelaskan:

“Ada kendala sih waktu proses verifikasi dokumen, ada dokumen yang harus ditangani
kecamatan tapi vang lain perlu ditangani disini. Jadi bikin bingung.” (Wawancara 09 oktober
2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang dijelaskan oleh Pak Dian selaku Kasi Pelayanan
desa Gempolsari dikatakan bahwa dalam standart operational procedure (SOP) pemerintah Desa
Gempolsari, penerapan SOP berjalan dengan lancar tanpa kendala. Kepala desa, perangkat desa, serta
RT/RW juga memiliki koordinasi yang baik terutama dalam hal pengelolaan data kependudukan. Data
kependudukan dan layanan administrasi lainnya terus diperbarui secara berkala sehingga dapat
mengakses layanan SIPRAJA dengan mudah dan tanpa ada kesulitan. Struktur birokrasi ini juga hisa
diungkapkan melalui fragmentasi, fragmentasi yang dijelaskan oleh Bu Devi selaku Kaur Tu desa
Gempolsari dikatakan bahwa adanya kendala dalam proses verifikasi dokumen. Terdapat dokumen
yang menjadi tanggung jawab kecamatan sementara itu sebagian lainnya harus diserahkan oleh
kelurahan. Kendala dalam koordinasi dan aliran informasi yang kurang efektif antara pemerintah
kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa menghambat kinerja layanan administrasi dan
menimbulkan kebingungan.

Berdasarkan wawancara tersebut maka struktur birokrasi ini dapat disimpulkan bahwa
penerapan standar operasional prosedur (SOP) di Desa Gempolsari berjala dengan lancar tanpa
kendala signifikan. kepala desa, perangkat desa, serta RT/RW menujukkan koordinasi yang baik,
khususnya dalan pengelolaan data kependudukan yang diperbarui secara berkala untuk mempermudah
akses masyarakat terhadap layanan SIPRAJA. Namun, meskipun koordinasi di tingkat desa berjalan
dengan baik, struktur birokrasi mengalami hambatan dalam fragmentasinya, sebagaimana dijelaskan
oleh Bu Devi selaku Kaur Tu Desa Gempolsari. Dalam proses verifikasi dokumen, terdapat
pembagian tanggung jawab antara kecamatan dan kelurahan yang menyebabkan kendala. Ketidak
efektifan dalam aliran informasi dan koordinasi antara pemerintah kecamatan dan desa ini
memperlambat kinerja layanan administrasi dan menimbulkan kebingungan di tingkat operasional .

Maka hasil penelitian dari struktur birokrasi dalmaimp]ementasi jika disandingkan dengan
penelitian terdahulu dari N. Rakhmat Yanti dengan judul Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan




Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Kelurahan Banjarwungu Kabupaten Sidoarjo (Penulis & Rakhmat
Yanti, 2024). Ada korelasinya yakni di kelurahan banjarwungu, peneliti menemukan bahwa
kurangnya informasi terkait pembagian tugas pelaksana sering membuat masyarakat kebingungan saat
mengurus layanan adminsitrasi. Misalnya dalam proses verifikasi dokumen terdapat sebagian
dokumen yang harus diselesaikan oleh kecamatan, sedangkan verifikasi lainnya menjadi tanggung
jawab kelurahan. Kebingungan ini yang menyebabkan masyarakat salah dalam menentukan tempat
pengurusan, schingga terjadi saling lempar tugas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai implementasi Sistem Pelayanan Rakyat
Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dapat
disimpulkan bahwa SIPRAJA merupakan inovasi yang d'anczmg untuk memperkenalkan layanan
baru sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten
Sidoarjo. Dari faktor komunikasi cukup baik namun. perlu adanya konsistensi yang dilakukan
pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi berkelanjutan mengenai aplikasi SIPRAJA. Dari faktor
sumber daya yang ada sudah memadai, dan sarana serta prasarana juga telah mendukun pelaksanaan
program SIPRAJA dengan baik. namun, pemerintah Desa Gem[ﬂsari perlu mempertimbangkan
penambahan staf untuk mendukung pelayanan aplikasi SIPRAJA. Dari faktor disposisi sudah baik,
pemerintah desa sudah melakukan tugasnya dengan melaksanakan tugas-tugas dengan maksimal,
bertanggung jawab, dan tidak setengah-setengah meskipun tanpa adanya insentif tambahan. Untuk
tor struktur birokrasi cukup baik dalam pelaksanaannya pemerintah telah menjalankan tuagas
sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Hanya saja. perlu adanya peninjauan
ulang terkait alur dalam proses verifikasi dokumen antara pemerintah kecamatan dan desa agar lebih
terstruktur dan mengurangi tumpang tindih tanggung jawab.
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